
BUPATI  SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN
SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  1950   tentang   Pembentukan
Daerah- daerah  Kabupaten  dalam   lingkungan   Propinsi  Jawa
Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8
Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggaran pemerintahan daerah.
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2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

6. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah
daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan
pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

7. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam
bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada
kelompok/anggota masyarakat.

8. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam
bentuk uang antar pemerintah daerah atau kepada pemerintah desa
dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di
wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik
untuk kepentingan yang bersifat umum maupun bersifat khusus.

BAB II
HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Hibah

Pasal 2

(1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.

(2) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan
dasar umum.

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan
untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan
daerah/secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Pasal 3

(1) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan
keputusan Bupati.
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(2) Belanja hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat/tidak secara
terus-menerus, tidak wajib serta ditetapkan dalam naskah perjanjian
hibah.

(3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus
menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas
akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan
kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

(4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan
pemberian hibah, dan jumlah uang yang dihibahkan.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial

Pasal 4

(1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang
dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai
politik.

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki
kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

(3) Bantuan sosial yang diberikan secara selektif, tidak terus
menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus
diberikan pada setiap tahun anggaran.

(4) Terhadap bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk uang,
besaran nominalnya dibatasi.

(5) Bantuan kepada partai politik dianggarkan dalam bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Bantuan Keuangan

Pasal 5

(1) Bantuan keuangan dianggarkan untuk memberikan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah
Kabupaten Situbondo kepada Pemerintah Desa, dan Pemerintah
Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya
kepada penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah
daerah dalam bentuk keputusan Bupati.
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BAB III
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH,

BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Hibah

Pasal 6

Ketentuan pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :

a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok
belanja tidak langsung yang penyalurannya dilakukan melalui
transfer dana kepada penerima hibah ;

b. Hibah dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan oleh SKPD pengelola kegiatan dalam kelompok belanja
langsung, proses pengadaan barang dilakukan oleh SKPD dimaksud
yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset daerah pada
tahun anggaran berkenaan, selanjutnya pada saaatnya diserahkan
kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan
penghapusan aset ;

c. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan oleh SKPD pengelola kegiatan dalam kelompok belanja
langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD dimaksud.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 7

Ketentuan pemberian bantuan sosial dilakukan sebagai berikut :

a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam
kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana
kepada penerima bantuan ;

b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan oleh SKPD pengelola kegiatan dalam kelompok
belanja langsung, pengadaan barang dilakukan oleh SKPD dimaksud,
selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui
penyerahan aset oleh pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 8

Bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa penerima
bantuan.
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BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Bendahara pengeluaran yang mengelola hibah, bantuan sosial, dan bantuan
keuangan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :

a. Hibah dalam bentuk uang kepada Instansi Vertikal (seperti kegiatan
TMMD, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan pilkada oleh
KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka,
Korpri dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai
obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana,
bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan
peraturan perundang-undangan lainnya kepada PPKD ; dan

b. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (Ormas
dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti
tanda terima uang dan dilaporkan realisasi penggunaan dana sesuai
naskah perjanjian hibah kepada PPKD ;

c. Hibah dalam bentuk barang dan jasa dipertanggungjawabkan oleh
penerima hibah kepada SKPD pengelola kegiatan berdasarkan berita
acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus
sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 11

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh
penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan
penggunaannya.

Pasal 12

Khusus terhadap bantuan yang diberikan untuk partai politik, tata cara
pengajuan, pemberian dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 13

Pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan dilaksanakan
sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
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Pasal 14

Membebankan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo di masing-masing SKPD
pengelola bantuan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 19

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 12 Mei 2008

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO


